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KATA PENGANTAR

Pwii syuhur Lita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya
Penyusunan Indilkator Ninega Utama (IKU) Kecamatan Sambutan Kota Samarinda tahun 2022
i dapat disclesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kineja Utama (IKU) merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan
Sambutan Kota Samarinda untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana
kena dan anggarun, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Sambutan selaku Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) juga menetapkan sustu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan
fungsi dari Kecamatan Sambutan, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kota
Samarninda. )

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama- sama
menyusun sampai dengan selesainya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan

Sambutan ini. b

—
—r -

o ;

/4 Q,@ 4-
/ «?/ Ca mbutan
o KECATATAN
samBuTAl 1)

*
M‘i ! '
y Hadenb.STP,M.Si

<NIP-49870525 200112 1 003

SALAM PERUBAHAN !!! . Page ii

Dipindai dengan CamScanner



BAB I
PENDANHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan
diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang
kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses
evaluasi. Prinsip Good Govemance atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah
komitmen yang mutlak dalam penyclenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan
profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap
menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas
kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah
sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian dituangkan dalam Indikator
Kinerja.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka
ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap
OPD sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi
kepala daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPIMD,
RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/11/2008 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan
penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan OPD
yang bersangkutan, maka Pimpinan OPD diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Sambutan selaku Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) juga menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok
dan fungsi dari Kecamatan Sambutan, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Merdasar Permenpan PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan
IKU di lingkungan Instansi Pemerintah, maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja
Utama (JKU) adalah :
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis Kecamatan Sambutan sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja. '
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C. Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan
Sambutan adalah

L. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan: Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Dacrah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 fentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penctapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

)

Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008
tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
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10 Peraturan Menten Dalam Nepen Nomor 54 Talmin 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemenntah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Fyaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 tahun 2013 ftentang  Perubahan Lampiran Peraturan Menten
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinecrja Instansi Pemerintah,

e e e e e —_— ————————eee T
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' BAB 11
PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kincrja serta lebih menckankan akuntabilias kinerja,
setiap Instansi Pemerintah wajib menctapkan indikator kinerja utama (key performance
imdicators) di lingkungan instansi masing-masing yang mengacu pada sasaran stratcgis
dalam RPJMD dan Renstra. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dan suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan,

Banyak pendapat mengenai indikator kinerja, ada yang mendefinisikan sebagai
nilai - atau  Karakteristik tertentu yang digunakan untuk  mengukur oufput atau
outcome. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk
menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut LAN
(1999) Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh
karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta
digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang
dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk
menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada
akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik
indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang

bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus schingga tidak menimbulkan interpretasi yang
berbeda

2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat
kuantitatifi maupun kualitatif,

3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diuk;u- (menggambarkab
sedekat mungkin keberhasilan/kegagalan yang akan diukur

4. Achievable/dapat dicapai, yaitu indikator kinerja darus merupakan rencana yang dapat
dicapai dan datanya dapat dikumpulkan.

5. Timelines, indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat
dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan
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Penctapan  Indikator Kinerja Utama  (IKU) diharapkan dapat memberikan
L informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja
secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kincrja utama dalam pencapaian target.
Dalam  penctapkan  dan  pemilihan  Indikator Kinerja  Utama  hendaknya
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Adanya Kesclarasan dan mengacu pada Dokumen RPIMD, RENSTRA dan Kebijakan
Umum,

2 Bidang Kewenangan, tugas dan fungsi OPD.

3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.

4. Kebutuhan statistik pemerintah.

5.

Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan,
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h BAB I11
GAMBARAN UMUM

1. Pembentukan

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten /
Kota dan menjalankan kewenangannya sesuai yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
Kecamatan dipimpin olch seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
melalui Sckretaris Daerah.Kecamatan Sambutan Kota Samarinda merupakan pemekaran
dari Kecamatan Samarinda 1lir. Dasar pembentukan Kec. Sambutan Kota Samarinda adalah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38/96.

2. Tugas Pokok

Menurut Keputusan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda. ~ Camat
merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam dacrah kota Samarinda. mempunyai
tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk
menangani  sebagian urusan otonomi dacrah  juga menyelenggarakan tugas umum

Pemerintahanan dan koordinasi dengan Instansi lain

3. Fungsi
Berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 tentang

Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan discbutkan

Kecamatan Sambutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai

fungsi :

a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong
peran serta masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut
mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus
melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan
pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan baik yang.dilakukan oleh Unit
kerja Pemerintah maupun swasta.

b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan
penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja
perangkat dacrah terkait dan Kepolisian Negara.

c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik
dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait.
N d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegia!an pemerintahan  di  tingkat
Kecamatan dengan SKPD
dan instansi vertikal agar bersinergis.
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Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dalam upaya memberikan
bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi
pemerintahan Kelurahan:

Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik scsuai ruang lingkup tugasnya maupun
fugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan dalam upaya
percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal;

8. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu ke Kepala dacrah
melalui Sekda secara berjenjang;

4. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Kec. Sambutan Kota Samarinda, sesuai Keputusan Walikota
Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 ( Pasal 4 ) terdiri dari :
o Camat.
o Sekretaris Camat,
— Sub Bag. Perencanaan Program dan Keuangan
—  Sub Bag. Umum |
Seksi Pemerintahan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban.
Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

Seksi Pelayanan Umum.

O 0 O o0 O

Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Keadaan Umum Wilayah
1) Geografis
a. Letak Geografis
Kecamatan Sambutan sebagai salah satu dari Sepuluh Kecamatan Daerah Kota
Samarinda yang mempunyai luas wilayah 100,95 Km?,
Adapun batas-batas wilayahnya adalah:

= Sebelah Utara : Kec. Sungai Pinang dan Kec. Smd Utara
= Sebelah Selatan : Sungai Mahakam

» Scbelah Barat : Kecamatan Samarinda Ilir

= Sebelah Timur : Kecamatan Anggana Kab. Kukar

Kelurahan yang ada dibawah lingkungan Kecamatan Sambutan Bulan Januari 2020
adalah 05 (lima ) Kelurahan yaitu:

e Kelurahan Sambutan

o Kelurahan Sungai Kapih

o Kelurahan Makroman

¢ Kelurahan Pulau Atas

M
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e Kelurahan Sindang Sari
Lembaga Organisasi yang mendukung dalam pembangunan di Kecamatan Sambutan
antara lain :
- LPM yaitu Lembaga yang kegiatannya ada di Kelurahan, dan di Kecamatan
Sambutan memiliki 5 LPM yang sctiap Kelurahan memiliki kelembagaan tersebut.
- GOPTKI ( Gabungan Organisasi Pendidikan Taman Kanak-kanak Indonesia )
- Karang Taruna, kegiatan banyak di lakukan di Kelurahan-kelurahan
- Pramuka, kegiatan Pramuka di Kecamatan Sambutan memiliki Kwarcab yang telah
memiliki kekuatan SK dari Camat Sambutan.
- IRMA dan [RLA
- PMI Tingkat Kecamatan Sambutan

- KLA Kecamatan Sambutan

2) Sumber Daya Manusia
Penduduk Kecamatan Sambutan per 31 Desember 2021 adalah 45.663 Jiwa,

adapun jumlah penduduknya per Kelurahan sesuai dcngan sensus P4B adalah sebagai

berikut;
NO Kelurahan Jumlah Penduduk
1 Sambutan 19.168 Jiwa
2 Sungai Kapih 11.075 Jiwa
3 Makroman 8.616 Jiwa
4 Sindang Sari 3.630 Jiwa
5 Pulau Atas 3.174 Jiwa
JUMLAH 45.663 Jiwa
Tertinggi kemudian urutan kebawah adalah : .
1. Kelurahan Sambutan 19.168 Jiwa
2. Kelurahan Sungai Kapih 11.075 Jiwa
3. Kelurahan Makroman 8.616 Jiwa
4. Kelurahan Sindang Sari 3.630 Jiwa
3.174 Jiwa

5. Kelurahan P. Atas

SALAM PERUBAHAN !!! Page 8

Dipindai dengan CamScanner



3) Sosial Budaya

a) Pendidikan

Sarana Pendidikan di Kecamatan Sambutan adalah schagai berikut:
LLN - 16 Buah
so (e
SLTP 09 Buah

SLTA 05 Buah
AKADEMI/PT - Buah

b). Sarana Agama

MASIJID 34 Buah

GEREJA 05 Buah
KLENTENG 01 Buah

MUSHOLA 41 Buah

¢) Sarana Kesehatan

Sarana yang dimiliki Kecamatan Sambutan :

PUSKESMAS 3 Buah
PUSKESMAS PEMBANTU 3 Buah
KLINIK BERSALIN 0 Buah
DOKTER PRAKTEK 02 Buah
POSYANDU 64 Buah
DUKUN BAYI 19 Orang
DUKUN KHITAN / SUNAT 02 Orang
SINSHE / TABIB 01 Orang
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BAB 1V
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupak: iaby : ; : :
-' crupakan penjabaran dari pemyataan yang jupa merupakan suatu hasil akhir yang

akan dicapai dalam jangka wakty fertentu, yaitu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan
harus selaras dengan tugas dan fungsi organisasi, serta mempertajam fokus pelaksanaan misi suatu
organisasi. Adapun yang menjadi tujuan jangka menengah pelayanan Kecamatan Sambutan, yaitu
I. Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat , 2. Terciptanya Peningkatan
Pelayanan yang Akuntabel,

Kemudian, setelah tujuan, terdapat sasaran yang merupakan penjabaran tujuan, dimana
sasaran merupakan suatu hal yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu
tertentu (tahunan, semester, triwulan, dan bulanan). Sasaran harus memberikan arah pada
penyusunan kegiatan, sehingga lebih bersifat spesifik, terinci, terukur, dan dapat dicapai. Fokus
utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional
organisasi. Adapun yang menjadi sasaran jangka menengah pelayénan Kecamatan Sambutan, yaitu
1. Meningkatnya Kinerja dan Pelapanan OPD , 2. Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan

Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sambutan juga disajikan pada tabel yang tersaji

di bawah ini.

m
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BABV
PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja
Utama (IKU), bahwa sctiap unit kerja wajib melaksanakan penctapan IKU dalam
rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja scbagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam
RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya
di lingkungan Kecamatan Pilangkenceng yang ditetapkan merupakan acuan ukuran
kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran
strategis yang tclah tersusun dalam RPJMD dan Renstra OPD.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka
diharapkan akan dapat diperolch informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang
diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat
memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja
dimasa yang akan datang.
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